i’enegakan HAM & Kew;bawaan Pemenmah

Oieh Mamldk Pardcds SH *)

'anggota masyarakat mempunyai hak’ “dan

kebebasan yang tidak’ dapat_ dibatasi atai
dirampas tanpa persetujuan dari-yang

: ngan. Di’ duma barat, arii penting
dari 'pen_;amman hak ‘asasi manusia dan
‘’kebebasan dasar manusia dalam negara sudah
mulai disadari pada abad'ke- 17 sebagaimana

dikemukakan oleh pemikir kenegaraan J] hon
Locke (1632-1704) dengan teorinya
“Deciamtwn of Indeperzdence” Amerika

Serikat - ~mempelopori - perumusan
konsuiusmnal yang kemudxan diikuti oleh

Prancis:dengan: “Declaration des Droits de -

I’izomme dp szyen 1789y, .

‘Dalam’ sejarah penyusunan konstitusi
(UUD) di‘dunia Barat dimaksudkan untuk
menentukan batas wewenang penguasa,
menjamin‘hak rakyat, dan mengatur jalannya
pemermthan Berdasarkan ‘perkembangan
- zaman konstitusi di zaman modem tidak lagi
hanya memuat atura hukum meiamkan  juga
memmuskan atau menyrnpulkan prinsip-
prinsip ‘hukum, halvan negara, dan patokan
kebuaksanaan yang kesemuanya mengikat
penguasa. Menurut ‘Sir Ivor Jennings dalam
bukunya: Cabinet Goverment, menerangkan
prinsip-prinsip konstitusi, yaitu: “Practices
furn inte'conventions and precedents create
rules because they are consistent with and
are implied of the Constitutions. Of these
there are four of major imporience. The

:..Pe' gakuan _d n penghormatan terhadap_-
1 ' parlmmentary, ztmmonarchzcal and :

négara-hanya _daiaat terwujud jzkalau semuai

British ‘Constitution is democratic; it
Cablnet System” L G :
" Di sampmg uu menurul Lord B

Sebagaxmana dikutip oleh C.F. Strong dalam

bukunya “Modern Palmcal Constitul)

merumuskan konst:tus: sebacaa benk'_ ﬁ
“a frame af po!xtma! soc:ety, argamsed'
thmugh and by law, that is to say, one in.
which law izas establzshed perman ni

msttzutwns with _recogmsed functwn a
definite rzghts” '

Pembuakaan UUD. d:dorong oieh'_ (
kesadaran politik yang tinggi mengenai.

keperluan penyelenggaraan pemerintahan

negara sebaik mungkin. Lord Bryce
menyebut konstitusi yang dibuat dan diubah:

dengan cara yang sama seperti undang-

undang dan rigid constitution kepada kontitusi.

yang memerlukan persyaratan lebih berat
dalam prosedur perubahan, dengan nama
“Flexible Constitution. Motif yang menonjol

dalam penyusunan UUD adalah: adanya,

keinginan untuk menjamin hak-hak ra_ky'_a__i

dan untuk mengendalikan tingkah laku

penguasa, adanya keinginan untuk

menggambarkan sistem pemerintah yan 2 ada-
dalam ‘ramusan yang jelas guna mencegah
kemungkinan perbuatan sewenang- wenang'

dari penguasa dimasa depan, adanya hasrat

dari pencipta kehidupan politik baru untuk’

menjamin atau mengamankan berlakunya

cara pemerintah dalam bentuk yang permanen'

dan yang dapat dipahami cleh warga negara,
serta adanya hasrat dari masyarakat yang
terpisah untuk menjamin aksi bersama yang
efektif dan bersamaan dengan itu

* 3 Penulis adaizh Akl Penefiti Muds Bidang Hukum, BPHN,
Departernen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

berkelnginan tetaprmempeiahankar ik sens
kepentingan sendiri-sendiri. o
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Eksistensi Komnas HAM dan KPP HAM

© dewasa ini cukup hangat diperdebatkaﬁ aleh
‘berbagai kalangan, sehubungan dengan
~merebaknyz isu Penegakan Hak Azasi o

_ ‘Manusia (FLAM]). ﬁeb@:apa&hun terakhirini
© di Indonesia, HAM menjadi permasalahan
.yzmg a.imppmm daiamu 2y mew

indenesm,

mengamxsxpasz tuntatan pencrapaa HAM:
dimasa mendatang, menimbulkan pemzeran

pembangunan politik seperti apa yang kita
mgmkan apakah masth berdasarkan konsepsi
yang dimuat dalam ;Jasabpasai UL 1945
dan-Pancasila, atau menganui konsepsi
Internasional yang dz_anm oleh negara-negara

donoriyang dewasa ini sangat gencar

mengkampanyekan HAM yang bernuansa
politis terhadap negara-negara lain khususnya
negara berkembang, melalui pambenan
bantuan’ tuar negen pmjaman!utaﬂg luar
negeri. "

Nuat Balk Pemez‘mtah

_ Semnc dezwan gelombang arHs ref&mam,
pengeman dan penegakan BAM seﬂiah—oiah
memmbuikaﬁ aez-&agal Maca penafszran
maupun pengertian. Di satu sisi, pengertian
HAM oleh sementara aparat berbeda dengan
pengertian oleh kalangan masyarakat, Hal ini
sangat memeriukan klarifikasi, penyatuan
persepsi agar pemerapan, penegakan HAM
dapat diterima oleh semua kalangan dsngan
;k_%_ﬂ_as _I_u_ius _d_a_;r;_senu_s tanpa dilatarbelakangi
hai-_hal_}fan_g sarat dengan muatan-muatan
politis.

mcnjamm halk-hak asasi Manusia (HAM) 7

Azl Tujuan | untuk membuat UUD.yang

1 tersebut mampu. me[akukan peny
‘dengan. parkembangan zaman.. D

wmiamadangaﬁdmﬂéangkannya'
UU N 39:’1%@ iemang Hm dzm UE}' No '

Sesungguhnya UUD 1945 memuat cui\up

‘banyak pasal mengenai HAM. Dengan kata

lain, pembuatan UUD ini memiliki ‘cukup
kesadaran umiuk menghormati hak- hak warga
negara. Tetapt karena waktu yang smnpn di
waktu jtu, rumusan yang ierperinci mengenal
HAM tidak bisa dilakukan di dalam UUD.

sesungguhnya sangat baik, yaitu ag

pen;elasan UuD 1945 d;sebutka_n :

“jangan sampai. membuat Unda ng—Undang
yang lekas usang (Verouderd)”. Telapi
kurangnya rincian mengenai HAM Ani
kemudian menjadi masalah, karena setmp_
pemerinteh bisa melakukan interpretasi
sendiri terhadap UuUD. untuk. membunt-.UU;
pelaksanaan untuk kepentingan pemer;mah
Tanpa perincian mengenal HAM, maka
pelaksanaan HAM akan sangat tergamunc

: kepada niat baik pemerintah. |

- Hal terpenting dalam penyeienggaraan
pemerintahan adalah dimilikinya semangat
oleh® para penyelenggara negara, para
pemimpin pemerintah, serta kesadaran untuk
menjunjung tinggi ketentuan hukum.
Meskipun Undang-Undang Dasar__:y:;ng
menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan,
apabila semangat para penyelenggara negara,
para pemimpin pemerintah iig ber_é___if_ut
perseorangan, maka Undang-Undang Dasar
tadi tentu tidak ada artinya dalam prakiek.
Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar
itu tidak sempurna, tetapi jikalau semangai
parz penyelenggara pemerintah baik, maka
Undang-Undang Dasar it tentun tndak akan
merintangi penegakan HAM. .

Pasal 23 UUD 1945, telah memperhat:kan
dengan jelas hak dan kekuasaan DPR dalam
APBN. Adanya hak dan kekuasaan DPR ini
bermakna adanya pengakuan terhadap-hak-
hak masyarakat dalam penggunaan .dan

h-Yendisi-nepgara-RE-AFUD. g@@w,mpgm“g,ag%&a;&g&mggﬁgggn negara Pada avat (1},

bahwa anggaran pendapatan dan b@iﬂﬂj&
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ditetapkan tiap-tiap tahun dengan. Undang-
. Undang Apabxia Dewan Perwakxian Rakyat

pemenntah rnaka pemenniah menjalankan

anggaran tahun laln, Pasal tersebuf dengan

Jelas menyebutkan mengenai wewenang DPR
dalam hak APBN. .Bahkan, penje}asan UuD
1945 ‘mengenai. pasa] ini dengan lugas pula
_ _menjelaskan perbedaan antara: negara

demokrasi. dengan negara fasis dengan.

mehha{ pada cara pene:apan APBN. Mssalnya
daiam .penjelasan pasal 23, ayat (1).yang
dengan jelas memuat hak begrooting Dewan
Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan
Anggaran Pendapatan’ dan .Belanja
merupakan suaty ukuran bagi si ifat pemerintah
negara.. Daiam megara yang berdasarkan
fasxsme an ggaran itu ditetapkan sematamata_
oleh pemermtah Tetap: dalam negara
demokrasi - atan dalam negara _yang
berdasarkan kedaulatan rakyat, sepem
Repubhk Indonesia, Anggaran Pcndapatan
dan ‘Belanja Nagara ditetapkan dengan
Undang—Undang, artinya dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyai

Cara rakyat scbagm bangsa akan hidup,
dan dari mana didapatnya belanja buat hidup
harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri.
Dengan perantaraan Dewan Perwakilannya
rakyat menentukan nasibnya sendiri. Pasal 23
ini menyatakan bahwa dalam hal ini
méneiapkan pendapatan dan belanja,
kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih
kuat dari pada kedudukan pemerintah, Ini
tanda kedaulatan rakyat. Karena penetapan
belanja mengenai hak rtakyat untuk
meneniukan nasibnya sendiri it, maka segala
tindakan yang menempatkan beban kepada
rakyai, seperti pajak dan lain-lainnya, harus
ditetapkan dengan undang-undang, yaitu
dengan persetu;uan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Barangkali tidak perlu dijelaskan lagi
bahwa UUD 1945 ielah memberikan

Jelasnya mengenai kekuasaan dan hak DPR
sebagai perwujudan dari hak-hak mas yarakat
di bidang keuangan negara. Namun: yang
maniadi masalah mengapa.dewasa i ini.DPR
tidak . -melaksanakan .. hak-hak .. dan
kekuasaannya itu ?. Sudah banyak dnalms
dibuat untuk menjawab pertanyaan inj muial
dari masalah rekayasa politik, sistem Permlu
sistem rekrmtmcj;n anggota . DP}_{ idan
sebagainya. Kententuan ini diatur dalam pasal
24 dan25, yang menyatakan bahwa kekﬁésan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agun
dan lain-lain badan kehakiman, menurut
undang-undang susunan dan kekuas_aan
badan-badan kehakiman itu diatur. dengan
undang-undang. Begitu pula dengan syarat-
syarat untuk menjadi. dan diberhentikan
sebagai hakim ditetapkan undang-undang.
Yang menarik sebenarnya adalah penjelasan
pasal tersebut yailu bahwa kekuasaan
kehakiman jalah kekuasaan yang merdeka,
artinya terkepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah,

Menurut penuhs kenamaan dari. Inggr:s
pada abad ke-20 ientang konstitusi, C.F.
Strong dalam bukunya “Modern Polmca[
Constitusion”, menerangkan. bahwa
pemerintah dafam artt Juas harus mempunyai
kekuasaan perundang-undangan {Legislative
Power), kekuasaan pelaksanaan (Executive
Power), dan kekuasaan peradilan (Judicial
Power). Berhubung dengan itu. harus
diadakan jaminan dalam undang-undang
tentang kedudukan para hakim. Oleh karena
it bila pasal-pasal dan pen;e}asannya ini
ditetapkan dengan konsekuen, akan banyak
hak-hak warga negara bisa dilindungi dari
perbuatan sewenang-wenang pemerintah.
Diskriminasi Hukam. e

Mengacu pada pasal 27 ayat 1 ditegaskan
bahwa negara kita adalah negara demokrasi,
Sebab di dalam negara demokrasi, secara
teoritik tidak ada perbedaan posisi setiap
warga negara di depan hukum (Asas

W‘W‘”'””W%ée%@ﬂ%%}ﬁ‘ﬂw{%’%ﬁ”‘pﬁ‘ﬁﬁﬁ%mﬁ FEIE"S cj ehage

Equality before the law), Hak-hak warga
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negara harus dijamin oleh hukum tanpa
memandang kedudukan, pangkat, harta dan
basis-basis sosial lainnya. Dalam praktek,
memang tidak ada satu negara pun, bahkan
juga di negara yang menamakan diri paling
demokratis, mampu memperlakukan warga
negara ‘mereka secara sama, Di Amerika
Serikat, kita’ mengetahm adanya perbedaan
perlakuan terhadap‘orang-orang ‘Negro. Di
Australia; terdapat ‘diskriminasi-hukum
terhadap orang orang Aborlgm dan’ cii
Dzsknmmass di bidang hukum selalu dltemm
Oleh karena itu yang bisa dijadikan ukuran
bagi demokrasi tidaknya suatu negara adalah
dari kemampuan penguasa di negara itu untuk
semaksimal mungkin mengurang: d:s~
knmmasz di bidang hukam. K

Di negara kita masih banyak contoh
mengenai perbedaan periakuan hukum.
Masyarakat pada umumnya telah mengetahui
bahwa orang-orang yang kuat di bidang
birpkrasi atau ekonomi, hampir pasti akan
meinperoleh perlakuan hukum yang lebih
bebas atau lebih ringan dibandingkan mereka
yang miskin dan tidak memiliki jabatan
tinggi. Selanjutnya pada ayat (2) pasal 27 ini
bisa “dikaitkan dengan kemampuan
pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja
serta santunan bagi mereka yang belum hidup
secara layak, juga dalam hal ini negara kita
tidak berdiri sendiri.

‘Di negara yang paling maju pun
kemampuan pemerintah untuk menyediakan
iaoangan kerjaadalah terbatas dan selalo tidak
mampu mengimbangi pertambahan angkatan
kerja. Demikian pula kemampuan pemerintah
untuk memberikan santunan kepada warga
negara yang memeriukan adalah terbatas.
Pemerintah USA saat ini sedang mempelajari
kemball program santunannya karena
sebagian besar dari anggaran belanja negara
terpakai untuk santonan, sehingga
mengganggn APEN Amertka Serikat. Namun

demokratis dengan negara berkKembang
terletak pada’ ada‘tidaknya scheme untuk

memberikan santunan kepada warga negara:
yang memerlukan, Di negara-negara maju'ita’

keberadaan suatu’ 9emérintah “dikaitkan

dengan kemampuan pemerintahity sendir,

untuk menyediakan lapangan‘kerja’ dan
penyedaaan santunan. Dengan demikian sals

satu ‘indikator bagi suksesnya suatu'
pemerintah-yang juga mempengaruhi-hasil
Pemilu, ‘adalah tinggi rendahnya tin

its memegang kekuatan pemerintah.

* Pasal 28 UUD 45 telah memberikan hak
dan kebebasan kepada setiap warga negara
uniuk berkumpul, mengeluarkan p:klrdn
dengan lisan dan tulisan. Kebebasan
berkumpul dan mengeiuarkan pendapdt
adalah salah satn pokok dalam demokrasi,

Sepem juga yang disebutkan da!dm'
pen}elasan UUD 1945 mengenai pasai ini

(sekaligus dengan pasal 29 ayat 1, dan
pasal34), bahwa pasal-pasal, baik yang hanya
mengenai warga negara maupun yang
mengenai seluruh penduduk memuat hasrat
bangsa Indonesia untuk membangun negara
yang bersifat demokratis dan yang hendak
menyelenggara-kan keadilan sosml dan
penkemanusman :
Persoalan yang timbul di dalam praktek
adalah adanya pemahaman bahwa untuk
mencapai stabilitas politik diperlukan
pengurangan kebebasan berpendapat. Hal ini
sangat terasa terutama dimasa awal
kebangkitan Orde Baru, Walaupun dewasa ini
mulai terasa adanya banyak kebebasan untuk
mengemukakan pendapat baik lisan maupun
tulisan, akan tetapi di satu sisi, masih terasa
adanya kekangan. Media massa masih
mengeluhkan adanya “budaya telepon™ dan
masyarakat masih belum mampu untuk
melepaskan diri dari rasa kuatir akan
ditangkap jika mereka mengemukakan
pendapat apalagi jika pendapat tersebut

cat’
pengangguran ‘pada‘masa kelompok’ tenenm'

yang membedakan negara maju dan

berkaitan dengan kebijakan pemerintan.

T4
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Mamun disisi:lain, sementara kalangan
masyarakat menafsirkan reformasi seolah—
olah iziah: kehabiasan S

Keienman po%co.& ‘mengenai damokras;
eéccﬁ_eml ini diatur dalam pasal 33 karena ia
‘berkaitan dengan hak-hak ‘warga ‘negara‘di
bidang ekonomi, ‘yaitu hak iniuk memperoleh
kesej&hteman Dalam’ Pen_;elasan pasal 33
tercantum dasar demokrasi- ekanoml
'Produksx d1kerjakan oleh 'semua, untuk
semua; di‘bawah p;mpman aiau. g}emﬁzkan
aﬂggeiawanggem masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah ‘vang ‘divtamakan,-bukan
kemakmuran..perseorangan ‘sebab itu
perekonomian disusun sebagaiusahabersama
berdasar: atas asas kekeluargaan. Bangun
(bentuk} perusahaan yang sesuai dengan itu
ialah-koperasi. Sclanjutnay dari penjelasan
tersebut: ditegaskan: bahwa.perekonomian
berdasar atas demokrasi ekonomi merupakan
kemakmuran bagi-semua orang sebab itu
cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara:-dan yang menguasai hajat hidup
orang-ocrang yang berkuasa dan rakyat yang
banyak akan-teriindas. Bumi dan air dan
kekayaan alam yarg terkandung di dalamnya
adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
Karena ite harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan -~ untok - . schesar-besar
kemakmuran rakyat. Hanya perusahzan yang
tidak menguasai hajat hidup orang banyak
beleh ada di tangan persecrangan. Mamun
melifiat prakiek sehari-hari sangatiah perin
uniuk dipertanyakan apakah perkembangan
perckonomian kita dewasa ini masib
konsekuen dengan ketentuan yang tercantum
datam UUD 1845 atau tidak 7.

Dari uraian di atas sebenarnya bisa dilihat
bahwa UUD 1945 memberikan cukup
jaminan mengenal HAM. Tetapi vang
menjadi masalah adalah terbukanya
interpretasi terhadap UUD tersebut, vang
kemudian ditsangkan dalam UU pelaksanaan.
Seperti disebutkan di atas, interprestasi ind

negara sendiri yang mungkin saja berbeda
dengan kepentingan masyarakat. Memang
UUB 1945 memberikan penekanan terhadap
perlenya semangat .para penyelenggara
negaera. Tetapi di sini pun timbal masalah,
yaitu siapa yang akan melakokan pengawasan
terhadap negara apabila para peayeleng gara-
nya tidak memiliki semangat sepem yane
dicita-citakan oleh UJUD?. .. SR

“Semua ‘hal "yang berkaitan’ dengan
kekurangan ‘dalam ‘pelaksanaan HAM “dan
berbagai-kelemahan lainnya selamaini,
pertama-tama bersumber pada masalah belum
terlembaganya prosedur. Beberapa prosedur
sudah kita miliki, tetapi prosedur tersebut
belum- melembaga (instituricnallized),
sehingga dengan mudah melanggar prosedur
tersebut. Ditambah. pula dengan kenyaiaan
bahwa untuk berbagai bidang Iainya, prosedur
itu memang belum dibuat. Akibatnva
terjadilah berbagat penyimpangan, misalinya
mengeluhkan suasana monopolitis baik di
bidang politik maupun ekonomi, kita
mengelohkan hal kesenjangan kaya . dan
miskin, pusat dan daerah, menuntut, agar
korupsit dan pungli diberantas, protes karena
pers dianggap kurang bebas, ada kekurangan
bebasan dalam mengajukan pendapat dan
kritik, masalah pencalonan Gubernur dan
banyak hal lainya. Ini semua merupakan
akibat dani belum melembaganya prosedur.
Institnsionalisasi prosedur yang jelas .agar
semua pilak vang terlibal mengetahui batas-
batas arena permainan dan cara bermain yang
diperbolehkan dan yang dilarang. . '

Dalam - kehidupan bernegara, kiia
senantizsa berhadapan dengan kelangkaan
sumnber daya baik sumber daya politik (dalam
hal ini kekuasaan) maupun sumber daya
ekonomi. Oleh karena kedua jenis sumber
daya ini bersifat langka dan terbatas
Jumlabnya, maka wajar jika kedua sumber
daya tersebui diperebutkan secara interns oleh
setiap orang. Maka terjadilah interaksi politik,

EFEANTUNE pada ial BATK G&r pERVElEngpara

pembeniukan jaringan (negiwork), dan
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pengelompokan dalam rangka menggalang
kekuatan untuk: memperolah sumber daya
sebanyak-banyaknya. Dewasa ini tampaknya
mulai‘memperlihatkan bahwa persaingan
dalam memperebutkan sumber daya politik
danekonomi -tersebut telah mulai
menampakan gejala ‘yang mengancam
keutuhan bangsa/dis-integrasi bangsa. Hal ini
bisa dilihat dari timbulnya kelompok-
keiompok yang eksklusif berdasar kekayaan,
agama, “etnik.dan; bcrdasar kedaerzhan. serta
yang mempertentanckan sipil dengan militer.

“ Kitamenyaksikan bahwakelompok yang
kaj;a"menjadi sernakin tidak mampu untuk
berkomunikasi dengan yang miskin dan yang
miskin menjadi semakin antipati terhadap
yang kaya. Kita memperhatikan" ber-
kembangnya isk mengenai pencarian
dukungan ‘dari kelompok agama tertentu
untuk menjarnin posisi politik dan pengoasaan
sumber ‘daya ‘ekonomi. Kita mendengar
semakin ‘santernya keluhan bahwa hanya
etnik tertentu yang memperoleh kemudahan
berusaha, sehingga kelompok mayoritas
tertinggal dan menjadi miskin. Kita juga
membaca perihal besarnya sumber daya
ekonomi yang diambil dari daerah-daerah
yang tidak seimbang dengan pengembalian-
nya. Kita juga sering membaca adanya
polemik mengenai politik dan demokrasi
yang biasanya selalu dikaitkan dengan
besarnya dan kuatnya dominasi militer dan
karangnya kesempatan bagi sipil.

" Contoh lain, adalah kericuhan penetapan
ketua DPRD dan penetapan calon Gubernur
di beberapa daerah. Kericuhan tersebut
akhirnya memang bisa diselesaikan atas dasar
campur tangan pejabat dan bukan melalui
prosedur institusional. Ini berarti bahwa
regara kita memang masih termasuk ke dalam
kategori negara berkembang. Sebab
perbedaan antara megara modern dengan
negara berkembang terletak pada masalah,
apakah persoalan kenegaraan dapat

prosedur ?. Beberapa wakiu laiu ki juga
membaca berbagai gugatan terhadap proyek
yang tengah begjalan. Gugatan yang' terjadi
saat. proyek sudah berjalan,. juga
memperiihatkan  adanya - keiemah_an
prosedural di dalam birokrasi. Selain: it
ketidak konsistenan antara peraturan dan
“kebijaksanan ‘pejabat” telak terjadi; h mpxr
di semua bidang, : SR

~Di negara-negara modern hampsr semua

masalah kenegaraan dapat diselesaikan secara

_kelembagaan, karena terdapa: serangkaian

aturan dan prosedur yang ditaati oleh semua
pihak baik elite politik, birokrasi maupun
masyarakat. Memang tidak berarti lalu.tidak
ada penyelesaian di bawah meja, Tetapi hal
semacam itu jarang terjadi karenaijika
terungkap akan bisa diperkarakan sebagai
suatu pelanggaran hukum. i negara‘kita
proses penyelesaian masalah - secara
individual tanpa mengikuti prosedur banyak
dijumpai. Kita mengenal jargon “semua bisa
diatur” atau “penyelesaian secara kekeluarga-
an” atau penyelesaian secara musyawarah
yang semuanya berarti tidak mengikuti aturan
yang ditetapkan. Kita terkenal sebagai-bangsa
yvang sangat luwes dalam menerapkan
peraturan. Penyelesaian di lvar prosedur
dalam beberap hal, kita akui, memang bisa
meredam gejolak. Tetapi yang paling
merugikan adalaih karena melalui cara
tersebut, akan timbul ketidak pastian aturan
dan kekaburan prosedur hukum. Akibatnya
kita semua memiliki penilaian ganda atas
semua masalah, lalu cenderung bersikap
meremehkan aturan dan hukum yang berlaku,

Di era milenium ke tiga seharusnya dibuat
seperangkat ketentuan yang menetapkan
bahwa semua masalah sosial politik-ekonomi
harus dibuat secara prosedural yang pasti.
Perlu juga ditetapkan bahwa pelanggaran
terhadap prosedur tersebut harus memperoleh
sanksi yang berat. Melalui ketetapan seperti

itu, kita mengharapkan bahwa proses:

diselesarkan secara mndividual ataukah secara

sosialisast bukum bisa berjalan sebagaimana
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mestinya. Kemudian kepatuhan: terhadap
aturan’sangat-penting ‘univk: memberikan
kepastian: bagi-masyarakat-baik dalam
maupun hiar negeri. Sebab dengan kepastian
ftersebut, pengusaha tidak akan ragu lagi untuk
mengnamkan medal; misainya orang yang
meminta: keadlian bisa tahu secara pasti
bahwa tuntutannya. akan terkabul amu tidak.

Tnmbuinya o .kekurangan “dalam
'pielé;k'éaiiézéh'HAM’daﬁ"béfﬁagai kekurangan
lainnya’ dalam: kehidupan ‘bernegara adalah
karena lemahnya’ poms; rakyat di dalam
“sistem ‘politik kita; jika bsrhadapan ‘dengan

birokrasi pemerintah. Akibatnya birokrasi
mimcul’ sebacal kekuatan yang relatif tidak
bisa diawasi, sehingga memiliki ruang gerak
yang luas untik melakukan tmdakan—andakan
di luar pmsedur Kita bisa menangkap gejala
Iemahnya posisi rakyat ini dari lemahnya
posisi Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat
(DPR, Orpol, Ormas, LSM dan lain-lainnya)
dalam melaksanakan fungsi artikulasi
kepentingan publik: Dalam hal ini kita harus
berani ‘untuk mengakui bahwa pelemahan
fungsi artikulasi lembaga-lembaga rakyat
tersebut telah dilakukan secara sengaja dalam
PIPT I:demi suksésnya pembangunan
ekonomi. Fetapi kini sitvasinya telah lain,
maka sudah waktunya kebijakan yang
menckan partisipasi rakyat diubah. Sebab kini
kita’® - dapat - menyaksikan - ‘semakin
~ bertambahnya tuntutan masyarakat yang
merupakan dampak dari herbagal kemajuan
sosial dan ekonomi. - GRS
Diperlukan Kesadaran Aparat

D;masa mendatang harus diadakan upaya
yang sungguh-sungguh untuk menmptakaa
perangkat pengawasan bag: eksekutif. Kita
mengetahu: bahwa selama ini telah
dxupayakdn adanya pengawasan melekat
(was!cai) tetapi waskat hanya akan memiliki
dampak yang minimal apabila tidak disertai
oleh pengawasan sosial, Dalam upaya untuk
mencaptakan pengawasan sosxai m;iah

keseimbangan (checks and balaice).
Maknanya bahwa di dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, eksekutif harus dicegah untuk
melampaui batas wewenangnya atauuntok
melakukan askumulasi kekuasaan. Sebab it
DPR dan Mahkamah Agung-perlu:diberi
kekuasaan vang memadai umuk;m;i_i;i_mkan
pengawasan terhadap eksekutif. Sebaliknya
supaya legislaiif dan yudikatif tidak semena:
mena-membuat larangan, ‘maka e:k:'sékuﬁf
Jjuga perlu diberi seperangkat ketentuan untuk
menjaga penyalahgunaan wewenang: ‘oleh

-DPR dan ‘Mahkamah Agung. Dengan

demikian ‘maka segenap lembaga tersebut
akan mampu untuk saling menjaga agar tidak
melampaui batas kekuasaan mereka masmg~
masing. R D e

Jika timbul pertanyaan mengapa’"térjédi
penguasaan oleh yang kuat, terhadap: yang
miskin, mengapa timbul penggusuran
pemukiman yang relatif sewenang-wenang,
mengapa birokrasi tidak memberikan
pelayanan yang memadai bagi keperluan
masyarakat, sertassederet ‘pertanyaan
lainnya 7. Salah satu sebab utamanya:adalah
karena tidak berkuasanya rakyat akibat tidak
berlakunya sistem checks and balance. Semua
kritik serta usul yang berkaitan “dengan
perbaikan di bidang tatanan politik pada
hakekatnya mengacu pada terciptanya
pengawasan dan keseimbangan. Dalam
rangka penciptaan sisiem pengawasan.dan
keseimbangan ini perlu diusulkan kepada
DPR agar diberikan hak untuk menolak: RUU
atan anggaran belanja yang diajukan.cleh
eksekutif. Sebaliknya eksekutif harus punya
wewenang untak menolak RUU untuk
melakukan hak uf terhadap UU tersebut yang
telah disetujui oleh DPR dan eksekutif dengan
tjuan untuk mengecek apakah UU tersebut
sejalan atau bertentangan dengan UUD.
Selain itn Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
harus diberi wewenang untuk melakukan

diperiukan sistem pengawasan dan

penyelidikan {investigasi) penggunaan
FGHETEE i N o
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Dengan kata lain, yang diperlukan.bagi
- penyempumaan tatanan politik dimasa datang
. adalah -.pembenan posisi ‘yang ‘setara bagi
keempa embaga tinggi negara: tersebut '
".Sebab dominasi salah satu lembdga akan
memmbu!kan koz’asentrasa kekuasaan yang
akan memglkan __rakyat secara: keselumhan

i 1embaga Iamnya Konsentras: kekuasaan di-
.. tangan’ DPR “misalnya hanya -akan -

mencxptakan keﬁdakpasuan polmk Karena
itu ‘dalam: 1atanan: politik . kita yang: akan
datang;: adanya kesetaraan. posisiiserta
-keseimbangan dalam hak dan wewenang dari
'i}crbagax lembaga negara_perlu diupayakan
untuk mencegah, nmbulnya penyalahgunaan
' sébagal akibat dari. monopoh
kekuasaan oieh satu. lembaga

Hak hak Asas; ‘Manusia (HAM) dan
demokmsx telahimenjadi isu global. Di negara
industri maju, baik lewat lembaga-lembaga
-masyarakat. :maupun - aparat © ‘negara
(state: appamtus) sering mengibarkan isu
HAM +«dalam . hubungannya . dengan
. berkembangan pc)huk yang represif dinegara-
negara. Dunia ketiga. Saat ‘ini tidak hanya
orang-orang di negara industrasi maju yang
iket‘mengapjurkan perlindungan HAM di
lokasi-lokasi politik yang represif tetapi
unsur-unsur progresif di masyarakat dunia
juga:terlibat :di dalamnya. Sampai-sampai
berbagai aparat negara tak mau ketinggalan
untuk ambil bagian. dalam ‘menaikkan isu

““Demikian juga perkembangan HAM di
Indonesia, aparat negara Orde Baru
{new order state apparatus) sering kali
menyéra’ng dengan berbagai tuduhan yang
memojokkan bagi mereka vang menyoroti
persoalan HAM di tanah air. Bahkan sejumlah
diskusi tentang HAM pun harus berhadapan

Sehingga pembicaraan HAM hanya berpusar
disekitar lingkungan :politik Lembégak
lembaga -Swadaya Masyarakat: {Non:
Governmental Organization, -NGO). Dalam
Konferensi TIngkat Tinggi. Gerakan Nenbiok_
(KTT: GNB) ke-10, pemerintah sebagai

panitia: penyelenggara:’ bersamas 'sama :

pemerintah:-Dunia KetigaJainnya . y_:nv

‘tergabung dalam GNB, menelorkan isu A’M
dalam The. Jakarra Message Ber‘«:am '
'Be'rser;katan Bangsa Bangsa
'Pemermtah Jjuga, :_ menyelenggdrak'an

Lokakarya HAMIIL PBB untuk kawasan As:a
Pasifik. Seianjutnya meialus Keput '
Presiden No.50 tahun 1993 dibentuk Komisi
Nas;onal HAM Atas perkembangan se er_t:
ini tak pclak lagi isu HAM. menjadi sangat
ramai dibicarakan orang. Bukan hanya. NGO
dan. mahaszswa intelekiual. yang :rajin
mengungkapkannya saja, tetapi hal itu: Atelah
menyebar sampai ke kalangan agamawan,
budayawan, artis film dan berbagai, kulangan
lainnya. Masuknya new orcie siate apparatus
ke jalur akomodasi isu HAM, telah me
faktor pelawk yang sangat dasyat; bag;
hachmya tsu HAM di masyarakat 1nd0n_

‘Dalam tatanan Internasional,” ber-
kembangnya isa HAM di Indonesia tak dapat
dilepaskan dari pergeseran konstelasi politik
internasional, dimana Perang Dinginitelah
berakhir. Blok ideologi Uni Soviet dan Pakla
Warsawa (militer) telah bubar. Tembok
Berlin sebagai simbaol Perang Dingin -antara
Blok Soviet dan Blok Amerika Serikat, juga
telah dijebol dan dirubuhkan pada akhir 1989,
sehingga dapat memuluskan jalannya
penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur.
Itulah yang menandai perkembangan
spektakuler di Fropa Timur dan bekas Uni
Soviet, Masyarakat di kawasan ini tak lagi
dibungkam, ditakut-takuti dan dipasung oleh
teror dan penindasan politik dari rezim-rezim
yang menganut garis Stalinisme. RE:?]!TI-

“rezim partai komunis di kawasan ini satu

Gefgan " poliik perizinan ™ (bace pelarangan).

persaternerbrbark - dirk - REs varaR T dan
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rezim . tharu - saat - ini.osangat Caktif
: mnye}ﬁnggamk;an mfonﬂasz {pembahaman}
gmimk dan ﬁkﬂi’iﬁml :

Eaiam Mm tersebm, kil ladcmsaa umuk

‘ éaaik, dapeﬁukan kesadamn dan para aparat
;pﬁnﬂgak ‘hikum® vang: beréwmpei@n
: pmfesaimai ‘dan’ ependen dalam melihat

o perspekhf p&mbangman poimk dz Indonﬂsla

- -kannya. B;aga g}erﬁmnmh HAM adaia?a suam :

kawagahan -k menghm’mah _ dan
meiaitsaﬁa%annya Sedangkan bagi warga
-negara HAM merupakan hak yang %w.rus

-~ dihormatizoleh ‘pemerintah: maupun oleh’

individa yang lain. Sebagai suatu kewajiban,
sering tidak mudab bagi :pemeﬂntah untuk
selalu’memenuhi ‘hak-hak warga negara.
Ki:sumzm it mungka;n timnbal bukan karena
tiadanya keinginan untuk menghormati HAM
melainkan sering terjadi berbagai kepentingan
politik dalam upaya mengatur kehidupan
politik dan ke%udupan sesza] ekunm warga
negamya. '

* Alasan di atas memung%cmkan kita umuk
memahami mengapa di negara berkemban g
termasuk ”indonema mimcul kf:mgman untuk
menolak setiap pemaksaan pembeslakuan
HAM, mssalnya mengaz&annya dengan
i)amuan asing, denaan alasan bahwa di
masing-masing negazﬁ 1nte=33msi&sz mrhadap
HAM berbeda-beda. Karazaa ity diangga
tidak layak jika negam Jain,’ ﬁaiam hal H‘ii
negara Barat pf:mbﬁﬂ bzmman memaksakan
peiaksman HAM di negara yan dabamunya
Mengkaitkan bantuan asing dengan
pa%aksamaan HAM {sesung uhnya
memmmnkan s1kap ambivalen pada kedua
pihak negara pembm bantuan, sebagian besar
atan mungkin seluruhnya) bukanlah
pelaksanaan HAM yang konsekuen. Banyak
di amar:i merﬁr;a yang se%;emmya memiliki

“sendiri mengenaa HAM yang ‘tidak
n dengan standar yang dxberiaknkan di negara

nya: Mereka memberlakukan ukuran ganda;

‘Negara berkembang sendiri tampakiiya
ielah’ mencampurkan ‘masalah ‘kedau latan
negara dengan masalah HAM. Anc_
negara ‘donor ﬂntuk mengkankan baaiu nnya
dengan pelaksanaan’ HAM d:anggap ‘oleh
negara berkembang’ sebaga: upaya umuk
meianggar kedaulatan mereka karena mereka
menyatakan bahwa mereka memnhkl standar_ _

donor, Upaya merioldk campur tangan negara
tain dalam’ pelaksanaan”HAM 1ampaknya
didasari ‘oleh kepenzmgan untuk ‘mem-
per{ahankan kehormatan negara. Apabﬂa
pembanginan poimk diartikan sebagai
pengembangan demokrasi, maka dewaba ini
telah dimolaj tahap awal dari- proses
damokrasa : '

Pembuaian suata UU dapat dipengaruhl
oleh polmk pada saat dibuatnya, yaitu hukum
dipakai scbagaz alat untuk mengabsahkan
tindakan goiongan -eksekutif. L.atar
Qembuaian undang—undang ini menunjukkan
adanya pengaruh yang dominan dari pihak
eksekutzf yang dumpiememamkan dalam
nonna—nomla yang merupakan alat golon g.m
eksekutif dalam membenarkan segala
tmdakannya Hukum aptaan serupa ini bukan
merupakan hukum yang dihasilkan. oleh
stxaiﬁgl pembangunan hukum yang res pon51f
tetapi mempakan hasil strategi sistern hukum
ortodok.” John Henry Marryaman
mengemukakan bahwa strategi pembangu nan
hukum yang onodok berciri adanya paran&n
yang sangat domman_ dari lembaga-lembaga
negara (Pemerintah dan Parlemen), dalam
menentukan arah perkembangan hukum
dalam svatu masyarakal. Hukum yang
dihasilkan seperti ini bersifat positivis-
instrumentalis (John Henry Marryaman. “The
Civil Law Tradition” (standford. California
Press. Tahun 1969, Hal. 1-8}. Hukum menjadi
alat melaksanakan ideologi dan program

B A e etes Atk Al
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ortodok mengandung ciri sistem “civil faw ™/
: trad:si hukom kontinentai}, dan “socialis
law? (hukum sosialis, di mana.peranan
pengusahalpemenntah cian pariemen sangat
-berpengamh Strategi pembangunan hukum
biasanya dmrtxkan sebagax usaha yang
d:lakukan oieh kelempoi«; tertentu berkaitan
dcngan bagaimana hukum dlbantuk
_ptuahsamkan dnerapkan dan
o dz!embauakan dalam suatu proses politik. .
i trategz pembangunan hukom respﬁnmf
meaﬂandung citt. acianya pengamk yang besar

- dari lemhaga peradz!an (vang merpakan satu -

sxstem dengan prosedurnya}, dan partisipasi
Inas kelompok~kelompo§c sosial atan individu
dl dalam masyarakat dalam penenman arah
perkembancan hukum. Hal i ini mempunyai
arti bahwa peranan pemenuiah dan lembaga
(pihak eksekutif dan legislatif} relatif menjadi
berkurang. Adanya tekanan dari partisipasi
luas masyarakat dan kedudukannya yang
relatif bebas mcmunvkmkaﬁ lembaga
perad;ian!proses peradilan m&ﬁ;am kreatif,

khususnya ¢ dalam mcnghaﬁapz masa.iah pehk
yang umbul dalam tradisi adat dapat dzhhat
(dfm berbaam penf:lman} peranan substansx_
1embaga peradt!an (yang dziun_;ang oleh
proseciur yanc berada dalam strategi yang
sama), dan partzs:pasx masyarakmfherbaaaz
kelompok menentukan perkembangan hukum
(Abdul Hakim G.Nusantara. “Politik Hukum
Indonesia”, Yayasan LBH Indonesia 1998,

hal. 28-29). Hal serupa, tcr]aﬁ;dﬂngans pada
abad ke-12 pada saat strategi pembangunun
hukum respons:f dilaksanakan. Hukum adat
d:pertahankan sebagaz hasil perjuangan
politik kelompok-kelompok sosial {golongan
menengah yang kuat yang terdiri dari
sebagian besar kaum intelektual) di huar sektor
negara. Pada akhirnya hukum adai
mempunyai posisi yang. kuwat dalam
pembangunan hukum Inggris. (Namngton
Moore, “The Social Origins of Dictatorschip
and Democmcy Lord and Peasant in the

Dengan demikian prinsip keadilan yang
tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945
diabatkan. Hal tersebur dapat bcz‘aﬁ:xbai
timbuinya keraguan terhadap kebemsi“m
hukum, karena keadilan merupakan salah sats
prinsip utama dari hekum. Prinsip keadilan
ini tidak pernah berubah dalam memaemak
hukum sejak dahuln kala/zaman.
Keadilan dirumuskan oleh para ﬁiemf
berbeda-beda, namun wjuanaya ddaiah agar
tercapai keseimbaﬂgan dalzm E}ﬁ:ﬂ@f&p&ﬁﬂy& '
yaitu keseimbangan antara nilai-nilai. secara
ideal dan. kmyaiam di .mana hakum
dioperasikan. {Satjipto Rahardjo.: ;_“Hm&
Hukum”. Citra Adz{ya Bakyi; 1966; hal 170-
173} Pada - zaman klasik Answie%s
memberikan pendapat tentang kea&zim
bahwa keadilan ada di -mana-mena;: m_af;a
akan berakibat adanya tanggung jawab,
seperti sanksi dalam suatu pelanggaran
norma. (Friedman; 1953-29). Pada abad
pertengaban Thomas Aquing mngemﬁkaﬁk&n
bahwa keadilan adalah pertentangan: antara
hukum sorgawi dan duniawi, yang dinyatakan
dal_am pertentangan antara akal pikirap dan
tatanan dan ketertiban yang dipaksakan sesuai
dengan pikiran Hugo Grotius dan Rousseau,
Abad kedunapulihan bangkit kemb&k
pemikiran hukum alam sebagai akibat pada
abad &esembxlanb{eias orang mengarzdaﬁ%caﬂ
pem;kgran secara empms (Frzedmaﬁ
“Rivival of Natural Law Theories” 195.3-6‘}}
Timbuinva pemikiran empirls dapat ézizhzﬁ
dalam kehidupan hukum di negara-megam
modern, seperti Eropa, Ameriks Serikat
sebagai negara industri maju. Kemciupzm
masyarakat di negara maju bersifat prakiis
karena dinamika kehidupannya relatif stabil
dan terkendali. Situasi ini memotivasi orang
untuk tidak memikiran hal-hal yang prakiis
dan ideal tanpa memikirkan nilai-nilai yang
mendasars Nilai-nilai yang mendasari
pemleran tentang keadilan akan timbul
kembak apabs!a manussa mengalami &tkzmcm

e ,ZM,,MQJ@;;MMQ}?M@M%M Boston, Beacon

Tahun 1966, hal, 1-30).

Indanesna Hukum mameriukan peﬁyesuma!}
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dengan kehendak politik akibat tuntutan
reformasx yang dsguhrkan masyarakat

Pemleran tentang keadilan menumt mlaa
mendasar di lndonesm sudah ada sejak dahulu

© yaitu iersirat dalam Pancas:la danUUD 1545,
*-antaralain dalam Pasal 27. Keadilan yang. ada
. dalam UUD 1945 ini bersxfat umversal karena

f-duenma oleh seiuruh bangsa di dunia.
.- Indonesia yang mengalam krisis diberbagai -

L bxdang, dalam menjalani masa pambangunan
- "dianggap sebagai negara berkembzmg, tidak
' 'sepantasnya mengoperasionalkan ‘hukum

- modern secara uguh. Hukum yang ideal yang -

bﬂrlaku secara efekiif dalam masyarakat
berkmtan erat dengan konseptuahtas keadilan
secara’ abstrak "Apabila nilai-nilai dan

kenyataan di mana hukom dxopsrasxkan tidak?

sesual, maka hukum diragukan kebenarannya
Apablia terjadi hal seperti ini, hokum periu'
dltmjau kembali.’
perubahan hukum bergabung dari aspek-
aspek terkait yang ada di sekitarnya, seperti

aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi...

Dari aspek-aspek ini pengaruh yang palmg
nyata datang dari bidang politik. -

“Masalah yang berkanan dengan
pgnegakan hukum di negara berkembang
pengorganisasian - yaitu - ‘proses atan

kemampuan masyarakat/kelompok kerja

sama antara anggola masyarakat yang
dilakukan untuk mencapai soato tujuan
tertentu, yang disebut oleh Weber sebagai
“dominasi”. Dengan demikian penegakan
htikum dalam suaty masyarakat tertentu dapat
berbeda pada masa yang berbeda, seperti
penegakan hukum pada zaman Orde Lama
berbeda dengan disaat Orde Baru, selanjutnya
bfé_t:rbeda pula dengan penegakan hukum saat
Reformasi. Proses penegakan hukum pada
suatu masa dapat berbeda karena
perkembangan masyarakatnya. Pada
masyarakat vang hidup di bawah bentuk yang
tradisional dan karismatik hukum modern

Dengaﬁ demikian

administrasi yang semakin mszonal puia
Dengan demikian agar suatu ¢ara penegakan
hokum: dapat dilaksanakan, d}periukan
berbagai. periengkapan sosial seb&gaxmaua
diuraikan di atas, seperti, mdf;yarakat Indone-
sia‘saat ini diperinkan penegakan . ha
kewajiban secara adil. ‘Hal ini terjadi «
negara-negara modern, setelah kedudukan
hak dan kewajiban ditetapkan secara adil dan

dioperasionalkan (a.1. hak memilih bagi orang

dewasa, penghapusan diskriminasi diberbagai

-indang, perfakuan khusus), maka hukum
- memponyai kedudukan yang dominan. -

Dalam masa reformasi politik mengalami

-perubahan yang berakibat hukumpun:perlu

dirubah, karena hukum dibentuk sesua:
dengan kemauan politik hukum suatu negara
Apabila tatanan politik suatu negara mantap

akan berakzbal hukum bersifat .otonom,
(Myrdal “Penehiaan Terhadap Hukam

Negara Berkembang”: 1971;219-220.
Mengenai hukum di negara berkembang

. Nonet dan Selznick mengemukakan bah(;i{a
-pada . wakiu suatu negara mengalami

kemerdekaan, maka hal yang harus dibenahi
adalah penyusunan tatanan kehidupan sosial,
ekonomi dan politik secara baik. Peringkat
kemajuan bidang-bidang tersebut akan
berbeda antara suatu negara dengan negara
lainnya. Biasanya setelah bidang-bidang
tersebut berjalan dengan baik, maka hukum
akan sering mengalami perubahan mengikuti
perubahan bidang-bidang ini. Hukum di In-

. donesia selalu berubah-ubah baik pada saat

Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi saat
ini, sebagaimana dikemukakan di atas (Nonm
& Selznick. “Law and Society in Trantition,
New York, Harper Colophon Books
1978:;hal.25).

Daftar Kepustakaan

John Henry Marryman., “The Civil Law
Tradition” (Stanford, Califomnia Press. Tahun
196%;hal. 1-8).

Edist Khusus Dies -Natalis ke-55 - 201

yang memiliki ciri-ciri formal rasional hany2a  Apdul Hakim G. Nusantara, “Politik
e bR bR SETE Rurena du!&uugau dariesin Hulkum Indoneste . (Yayzssan iy
81




Indonesia. 1998:hal. 28-29). Friedman, “Rivival of Natural Law mgo
Nmmamﬂ Moore. “Fhe Social Originzof  ries” 1953:69. :
Qm;‘fﬁfsqfhfp.f and Democracy. (Lord and  Myrdal: “Penelirian Terhadap Hzmum
Peasznt in The Making of Modern World.  Negara Berkembang™; 1971, 219220

Boston;Beacon. Tehun 1966;hal. 1-30) Nobet & Selzmick. “Law and'?@cﬁe:y in
Satjipto Rahardjo “Hmu Hulum”. (Citra  Trantition”, (Mew York, _Harpar Ceiaphon

Aditya Bakti: 1966; hal. 170-173) - Books, 1978; hal. 25)

'C‘EPT& NIAGA
_ . CABANG PALEMBANG . el

o w - . 4306 Palembang 30128 .

SR : ?eam 352835 - 3%?3@5?&@62—&7113111957% 271160

o Mwﬁpm E
- Selawat daw Subsce
. Atas terselenggaranya b
“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahan 2801” ep
.9’4._
N

- PT. DHARMA NIAGA {PERSERO)

- CABANG UTAMA PALEMBANG
Kantor Pusst - B KaBeser Barat Mo, 11
T&.m&m&,?&mmm

Mengucapkan ;.

Selamat daw Subses
Atas terselenggaranya
“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tzahun 2001

& EeEsi Bhusus Des Matalis ke-55 - 2001




